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Abstrak
 

Beberapa hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah

mengenai kelemahan kinerja, kualitas dan integritas sebagian Hakim. Hal tersebut telah mengakibatkan

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Pada masa lalu, pelaksanaan pengawasan

terhadap hakim yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana

diharapkan. Hal ini setidaknya dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku

yang dilakukan oleh Hakim dan pegawai pengadilan lainnya. Alasan itulah yang menjadi salah satu dasar

utama pembentukan lembaga Komisi Yudisial yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004

tertanggal 13 Agustus 2004 sebagai pelaksanaan dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

Komisi Yudisial ini mempunyai wewenang dan tugas dalam hal mengajukan usul pencalonan Hakim Agung

kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Keberadaan

Komisi Yudisial di negara-negara lain sudah merupakan suatu hal yang jamak, dimana wewenang dan

tugasnya pun cukup berbeda-beda pula. Hal itu semata-mata dikarenakan oleh konteks sosial dan

ketatanegaraan serta perkembangan kultural yang telah dilalui oleh suatu negara. Penelitian yang

menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis ini, lebih memfokuskan

pembahasan pada mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim yang akan dilakukan oleh Komisi

Yudisial. Hingga saat ini mekanisme yang mengatur tentang bagaimana Komisi Yudisial akan melakukan

tugasnya dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim ternyata masih sangat rancu, bahkan Undang-

Undang Komisi Yudisial pun tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana tata cara yang

harus dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam hal pengawasan dan penindaklanjutan bilama terjadi

penyimpangan terhadap perilaku hakim. Oleh karena itu Komisi Yudisial harus sesegera mungkin

melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan yang akan dilakukannya, termasuk

dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin dan akan terjadi dikemudian hari.
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